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Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu syarat kelulusan mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan studinya sebelum menulsi skripsi. 

Pelaksanaan PKL bertujuan sebagai media kerja antara perusahaan dengan 

Universitas Negeri Jakarta serta memberikan pengalaman dan memberikan 

pengetahuan yang luas terkait dunia kerja, melatih mental dan disiplin sebelum 

memasuki dunia kerja. PKL di laksanakan pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Pusat 

Gedung Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 

12950, Indonesia. Praktik Kerja dilaksanakan pada unit Tax dan unit Accounting 

Center  di bawah Divisi Keuangan (FND). Pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 

dua bulan, yakni terhitung dari tanggal 15 Juli hingga 13 September 

2019.Pelaksanaan kegiatan dalam praktik kerja, meliputi: membuat ID Billing PPN 

di website https://djponline.pajak.go.id, mengarsip surat pemblokiran harta kekayaan 

dan penerimaan informasi, dan merekonsiliasi Daftar Pos Terbuka (DPT) BNI 

Syariah menggunakan aplikasi CityNet Enterprise. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat 

sehingga menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut 

membuat manusia harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap 

segala perkembangan teknologi. Kemampuan menyesuaikan diri tersebut harus 

manusia dimiliki dalam segala hal, salah satunya adalah dalam dunia kerja. Dalam 

dunia kerja, sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting karena 

berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Agar tujuan perusahaan tercapai, 

perusahaan harus dapat merekrut tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi. 

Proses mencetak tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi dapat 

dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang 

pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai peran untuk mencetak 

tenaga kerja yang berkualitas adalah perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai individu 

yang akan menghadapi persaingan di dunia kerja harus dapat berlatih agar dapat 

menjadi individu yang unggul dan memiliki profesionalitas kerja yang tinggi. Selama 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa hanya mendapatkan mata 

kuliah yang lebih berfokus kepada teori dan jarang melakukan praktik secara 
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langsung. Maka dari itu dibutuhkan suatu kegiatan yang dapat memperkenalkan 

mahasiswa mengenai dunia kerja. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai dunia kerja, Universitas Negeri Jakarta 

memberikan kesempatan bagi mahasiswanya terutama mahasiswa S1 Akuntansi 

untuk mengaplikasikan teori yang di dapatkan di bangku kuliah dengan praktik 

langsung di lapangan melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL ini 

bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui gambaran dunia kerja yang 

sesungguhnya sekaligus agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang 

telah didapat selama menempuh pendidikan di universitas ke dalam dunia kerja. 

Dengan adanya PKL diharapkan mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan 

mengembangkan keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan serta dapat melatih 

mahasiswa agar menjadi individu yang unggul dan memiliki profesionalitas kerja 

yang tinggi. 

PKL merupakan implementasi keilmuan dan bidang studi yang dimiliki 

mahasiswa pada dunia kerja yang sebenarnya. PKL merupakan kegiatan yang wajib 

dilaksanakan menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Jakarta untuk memenuhi mata kuliah. PKL 

dapat ditempuh mahasiswa S1 Akuntansi FE UNJ yang sekurang-kurangnya telah 

menyelesaikan 100 SKS.  

PKL dilakukan oleh setiap mahasiswa baik secara individu (perorangan) maupun 

berkelompok. Praktikan melaksanakan PKL secara individu di Divisi Keuangan 

(FND) PT Bank BNI Syariah (Kantor Pusat). Melalui program PKL diharapkan 
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mampu menghasilkan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan 

perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan yang ada. Sehingga ketika etos 

kerja dari para praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap 

Universitas Negeri Jakarta. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maksud dari kegiatan PKL 

antara lain: 

1. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

2. Menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai dunia kerja. 

3. Mengimplementasikan teori-teori yang praktikan dapat di bangku perkuliahan 

dengan dunia kerja yang nyata. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam melaksanakan tugas. 

5. Menyiapkan diri untuk menjadi Sumber Daya Manusia berkualitas dan memiliki 

profesionalitas kerja yang tinggi. 

Selain itu ada pula beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, antara lain: 

1. Memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai dunia kerja. 

2. Mendapatkan pengetahuan mengenai pengimplementasian teori-teori yang 

praktikan dapat di bangku perkuliahan dengan dunia kerja yang nyata. 

3. Mendapatkan kemampuan untuk lebih disiplin dan tanggung jawab 

melaksanakan tugas. 
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4. Dapat menjadi individu yang berkualitas dan memiliki profesionalitas kerja yang 

tinggi. 

C. Kegunaan PKL 

PKL memiliki kegunaan tidak hanya untuk praktikan, namun juga memiliki 

kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan bagi perusahaan 

tempat praktikan melaksanakan PKL yaitu PT Bank BNI Syariah (Kantor Pusat). 

Adapun kegunaan-kegunaan tersebut diantaranya: 

1. Bagi Praktikan 

a. Mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai bidang kerja selama 

melaksanakan PKL yang belum pernah didapatkan selama perkuliahan 

b. Menambah wawasan dan pengalaman praktikan agar lebih siap bersaing di 

dunia kerja 

c. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah pada dunia kerja 

d. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan bagi praktikan dalam 

melakukan setiap pekerjaan 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta dengan tempat pelaksanaan PKL. 

b. Menyiapkan lulusan-lulusan terbaik yang terlatih dan mampu bersaing di 

dunia kerja. 
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c. Mengukur kesesuaian materi yang diberikan dibangku perkuliahan oleh 

tenaga pengajar dengan aplikasi nyata dalam dunia kerja sebagai bahan 

evaluasi. 

3. Bagi PT Bank BNI Syariah 

a. Menjalin hubungan baik antara instansi dengan lembaga perguruan tinggi 

serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat. 

b. Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu 

yang ditentukan. 

c. Memungkinkan instansi untuk merekrut mahasiswa Universitas Negeri 

Jakarta yang berkualitas. 

d. Realisasi dari misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial perusahaan 

lewat bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

yang akan PKL di BNI Syariah. 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksakan PKL di salah satu perusahaan di bidang perbankan dengan 

prinsip syariah. Berikut ini merupakan data tempat praktikan melaksanakan PKL: 

Nama instansi  : PT Bank BNI Syariah  (Kantor Pusat) 

Alamat   : Gedung Tempo Pavilion 1  

  Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11 

  Jakarta Selatan 12950, Indonesia. 

Email   : info@bnisyariah.co.id 
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Website  : www.bnisyariah.co.id 

Telepon:  :  +62 21 2970-1946 

Faksimili  : +62 21 2966-7947 

Alasan praktikan memilih PT Bank BNI Syariah sebagai tempat 

melaksanakan PKL karena praktikan ingin mengetahui lebih mendalam mengenai 

penerapan Akuntansi dan Perpajakan yang diterapkan oleh perbankan terutama di 

perbankan syariah.  

E. Jadwal Waktu PKL 

Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahap, diantaranya: 

1. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan kegiatan PKL. 

Pada tahap persiapan praktikan mencari informasi mengenai perusahaan yang 

membuka kesempatan untuk dapat melaksanakan PKL. Setelah menemukan 

tempat praktik yang sesuai yaitu PT Bank BNI Syariah (Kantor Pusat) maka 

praktikan mempersiapkan segala kebutuhan dan administrasi yang diperlukan 

untuk melamar ke BNI Syariah. Praktikan mengajukan surat permohonan izin 

pelaksanaan PKL di Biro Akademik Kemahasiswaaan dan Hubungan 

Masyarakat (BAKHUM) yang ditujukan untuk PT Bank BNI Syariah (Kantor 

Pusat). Surat permohonan izin PKL tersebut selesai dibuat seminggu kemudian 

yaitu pada tanggal 21 Mei 2019. Surat tersebut terdapat pada Lampiran 1. Selain 

mempersiapkan permohonan izin PKL, praktikan juga membuat daftar riwayat 

hidup sesuai ketentuan dari PT Bank BNI Syariah (Kantor Pusat). Kemudian 
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surat permohonan izin PKL dan daftar riwayat hidup tersebut praktikan kirim 

melalui email kepada Kepala Divisi Human Capital Division (HCD) pada 

tanggal 27 Mei 2019. Setelah disetujui oleh pihak PT Bank BNI Syariah (Kantor 

Pusat) maka praktikan memulai PKL pada tanggal 15 Juli 2019.  

2. Tahap Pelaksanaan 

 Praktikan melaksanakan PKL di Divisi Keuangan (FND) PT Bank BNI 

Syariah (kantor pusat) selama 45 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019 

hingga 13 September 2019. Praktikan melaksanakan PKL setiap hari kerja (Senin 

– Jumat). Pada hari Senin hingga Kamis jam kerja pukul 08:00 - 17:00 WIB dan 

pada hari Jumat jam kerja pukul 07:30 - 17:00 WIB. Pada Divisi FND, setiap 

pagi diadakan doa bersama sebelum mengawali kegiatan kerja. Adapun surat 

keterangan PKL praktikan terdapat pada Lampiran 3 dan daftar hadir PKL 

praktikan pada Lampiran 4. 

3. Tahap Pelaporan 

 Setelah melaksanakan PKL selama 2 (dua) bulan, praktikan diwajibkan untuk 

menyusun laporan mengenai kegiatan yang praktikan laksanakan selama PKL. 

Laporan PKL merupakan salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulisan laporan PKL 

dimulai pada bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020. Praktikan membuat 

laporan PKL sesuai dengan buku pedoman PKL dan petunjuk dari dosen 

pembimbing. Adapun kartu konsultasi bimbingan PKL terdapat pada Lampiran 

19.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah atau Perseroan) 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatannya 

memberikan layanan kepada masyarakat, baik yang berhubungan dengan produk 

maupun jasa perbankan. BNI Syariah  merupakan hasil proses spin off dari Unit 

Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah beroperasi 

sejak sejak 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 

1998. Pada awal pendiriannya, Unit Usaha Syariah (UUS) BNI mempunyai 5 kantor 

cabang yaitu di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor 

Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di 

Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 

outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional 

perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 

Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS (Dewan Pengawas 

Syariah) sehingga telah memenuhi aturan syariah. 

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS 

bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Proses spin off dilandasi 

oleh terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BNI Syariah secara 
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resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur BNI 

Syariah No. 12/41/KEP. GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya 

pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan 

melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 

Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010. 

Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal 

berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap 

pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan 

produk perbankan syariah juga semakin meningkat. 

Dengan mengusung visi “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul 

dalam layanan dan kinerja”, BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan 

jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Tanah Air. Pertumbuhan usaha 

Perseroan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. 

Pada akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp41,05 triliun dan 

menjadi salah satu yang terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional. 

Tahun 2018, dalam rangka merespon tren dan tantangan industri perbankan ke 

depan, BNI Syariah melakukan transformasi secara menyeluruh. Dengan mengangkat 

tema “Leading Transformational Change” BNI Syariah melakukan transformasi 

pada semua aspek, mulai dari niat/maksud, strategi, proses hingga hasil yang hendak 

dicapai. Salah satu program transformasi yang dijalankan BNI Syariah adalah 
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transformasi digital. BNI Syariah ingin menjadi pemimpin di bidang digital banking 

di industri perbankan syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain 

meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, BNI Syariah juga membentuk 

dua Divisi baru, yaitu Divisi Digital Banking dan Divisi Transactional Banking. 

a. Visi dan Misi BNI Syariah 

1. Visi BNI Syariah 

Visi dari BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang 

unggul dalam layanan dan kinerja.  

2. Misi BNI Syariah 

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
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b. Prestasi-prestasi PT Bank BNI Syariah 

Tabel II.1 

Daftar Penghargaan BNI Syariah Tahun 2019 

No. Nama Penghargaan Prestasi 

1. Infobank 8th Digital Brand Awards 

2019 

2nd Best Overall Kartu Debit Bank 

Umum Syariah 

2. Infobank 8th Digital Brand Awards 

2019 

3rd Best Overall KPR Bank Umum 

Syariah 

3. Infobank 8th Digital Brand Awards 

2019 

Peringkat 2 KPR Bank Umum Syariah 

4. Infobank 8th Digital Brand Awards 

2019  

Peringkat 3 Bank Umum Syariah 

5. Infobank 8th Digital Brand Awards 

2019 

Peringkat 3 Tabungan Bank Umum 

Syariah 

6. Infobank 8th Digital Brand Awards 

2019 

The Best Digital Brand 2014 - 2018 

7. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat I Satisfaction (Fisik) 

8. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat I Satisfaction (ATM) 

9. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat I Engagement 

10. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat I Satisfaction (Satpam) 

11. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat II NPS (Net Promoter Score) 

 

12. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat II SLE INDEX 2019 

13. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat II Loyalty 

14. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat II Satisfaction 

15. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat III Satisfaction (Customer 

Service) 

16. Infobank 2nd Satisfaction Loyalty 

Engagement Awards 2019 

Peringkat III Satisfaction (Teller) 

17. Indonesia Digital Innovation 

Award 2019 

BNI Syariah as Innovative Company in 

Providing Waqf 

18. Top Brand Award 2019 BNI Syariah in Recognition of 
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Outstanding Achievement in Building the 

Top Brand 

19. Infobank 16th Banking Service 

Excellence Award 2019  

1st Best Security Shariah Commercial 

Bank 

20. Infobank 16th Banking Service 

Excellence Award 2019 

3rd Best Overall Performance Shariah 

Commercial Bank 

21. Digital Popular Brand Award 2019 2nd Bank KPR Syariah 

22. Best Syariah Award Majalah 

Investor 

1st Bank Syariah Terbaik Kategori Aset 

Diatas Rp 20 Triliun 

23. Best Indonesia Good Corporate 

Govermance 2019 

1st Bank Syariah Terbaik Kategori Aset 

Diatas Rp 20 Triliun 

24. Infobank Award 2019 1st Bank Syariah Terbaik Kategori 

Kinerja Keuangan 2019 

25. SWA Award 2019 1st Bank Syariah Best CFO 2019 

26. Top Eksekutif Muslim 2019  1st Best Management Korporasi 

27. Bisnis Indonesia Financial Award 

2019 

1st Best Peformance Bank Syariah 2019 

28. Anugerah Humas Indonesia 2019 1st Kategori Terpopuler di Media Social 

2019 

Sumber: www.bnisyariah.co.id 

c. Logo PT Bank BNI Syariah 

 

Gambar II.1 Logo Perusahaan 

Sumber: www.bnisyariah.co.id 
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B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/067/DIR/R tanggal 3 Desember 

2018 Struktur Organisasi saat ini terdiri dari 4 (empat) Direktur dan 1 Senior 

Executive Vice President (SEVP), yang membawahi atau mensupervisi 

Divisi/Satuan/Wilayah serta dibantu oleh 6 komite. Peranan utama dari setiap satuan 

kerja PT Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut: 

1. Dewan Pengawas Syariah 

  Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 

12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/ PBI/2009 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk BNI Syariah terdiri 

atas 2 (dua) orang termasuk 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. 

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada 

Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah 

yang tercermin pada 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi koordinasi, pengawasan, dan 

laporan. 

2. Dewan Komisaris 

 Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi termasuk 

pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana 

Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan 
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Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk 

kepentingan Perusahan dan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan, serta 

melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran 

Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS. Susunan Dewan 

Komisaris BNI Syariah adalah sebagai berikut: 

Tabel II.2  

Susunan Dewan Komisaris 

No. Nama Jabatan Bidang Tugas 

1. Fero Poerbonegoro Komisaris Utama Membawahi Komite Pemantau 

Risiko serta Komite Nominasi 

dan Remunerasi 

2. Rizqullah Komisaris Independen Membawahi Komite Pemantau 

Risiko serta Komite Nominasi 

dan Remunerasi 

3. Max R. Niode Komisaris Independen Membawahi Komite Audit 

serta Komite Nominasi dan 

Remunerasi 

4. Imam Budi Sarjito Komisaris Membawahi Komite Audit 

serta Komite Nominasi dan 

Remunerasi 

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2018 

3. Direksi 

 Tugas utama Direksi adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan 

dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun 

di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
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pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran 

Dasar dan/atau Keputusan RUPS. 

 Berdasarkan Pasal 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah 

dan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa jumlah angota Direksi paling kurang 3 

(tiga) orang dan dipimpin oleh Direktur Utama. Per tanggal 31 Desember 2018, 

BNI Syariah memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi yang telah melalui proses 

nominasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah dan diangkat 

berdasarkan persetujuan RUPS. Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut: 

Tabel II.3 

Susunan Dewan Direksi 

No. Nama Jabatan 

1. Abdullah Firman Wibowo Direktur Utama 

2. Dhias Widhiyati Direktur Bisnis SME & Komersial 

3. Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan & Risiko 

4. Wahyu Avianto Direktur Keuangan & Operasional 

5. Iwan Abdi* SEVP Bisnis Retail dan Jaringan 

* Belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK 

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2018 

4. Direktur Utama 

 Direktur utama BNI Syariah memiliki 4 (empat) fungsi yaitu fungsi Rencana 

Bisnis Bank, Profitabilitas Bank, Tata Kelola dan Kepatuhan Bank, dan  yang 

terakhir Value Creation. Tugas dan tanggung jawab dari keempat fungsi tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a. Rencana Bisnis Bank 

1) Merencanakan bisnis bank semua segmen secara menyeluruh dari akuisisi 

hingga penyaluran Dana Pihak Ketiga dalam rangka mencapai target 

profit yang telah ditetapkan pemegang saham. 

2) Merumuskan dan memutuskan strategi bisnis bank atas semua segmen 

secara menyeluruh mulai akuisisi hingga penyaluran Dana Pihak Ketiga 

dalam rangka mencapai target profit yang telah ditetapkan pemegang 

saham. 

3) Merumuskan visi, misi, dan values perusahaan yang akan mendukung 

tercapainya target BNI Syariah jangka pendek, menengah, dan panjang 

sesuai yang telah direncanakan. 

b. Profitabilitas Bank 

1) Membuat keputusan pembiayaan maupun restrukturisasi Pembiayaan 

sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku dalam rangka pencapaian 

profitabilitas BNI Syariah yang progressif dan berkualitas. 

2) Membuat keputusan Diskon Margin/ Bagi Hasil/ Ujroh Pembiayaan NPF 

& Hapus Buku sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku dalam 

rangka pencapaian profitabilitas BNI Syariah yang progresif dan 

berkualitas. 

3) Membuat keputusan atas draft kebijakan mitigasi risiko bisnis semua 

segmen dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian bisnis BNI Syariah. 
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c. Tata Kelola dan Kepatuhan Bank 

1) Menetapkan Pedoman Tata Tertib Good Corporate Governance BNI 

Syariah dalam rangka menjaga reputasi kepatuhan bank atas peraturan 

regulator. 

2) Menjaga implementasi GCG di seluruh BNI Syariah dalam rangka 

melindungi reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator. 

3) Melaporkan pelaksanaan GCG ke regulator dalam rangka menjaga 

reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator. 

d. Value Creation 

1) Memutuskan strategi pengembangan organisasi, sistem dan mekanisme 

pengelolaan dan pengembangan SDM dalam rangka mendukung 

tercapainya visi misi dan target perusahaan dari sisi sumber daya 

manusia. 

2) Memutuskan arah pengembangan layanan perbankan dalam rangka 

peningkatan kualitas layanan perbankan menuju service excellence dan 

pencapaian target bisnis BNI Syariah yang telah direncanakan. 

5. Direktur Bisnis SME & Komersial 

 Direktur Bisnis SME & Komersial membawahi 6 (enam) divisi, yaitu Divisi 

Bisnis Komersial (CRD), Divisi Usaha Kecil & Menengah 1 (SMD1), Divisi 

Usaha Kecil & Menengah 2 (SMD2), Divisi Tresuri & Internasional (TID), 

Divisi Haji & Umroh (HUD), dan Divisi Bisnis Transaksional (TBD). Tugas dan 

tanggung jawab Direktur Bisnis SME & Komersial adalah sebagai berikut: 
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a. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis pembiayaan 

segmen Commercial dan SME sesuai kebutuhan pasar dalam rangka 

menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan. 

b. Merencanakan strategi pemngembangan dan pengelolaan bisnis tresuri dan 

strategi pemasaran trade finance dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI 

Syariah yang berkelanjutan. 

c. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis haji & umroh 

dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan. 

d. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis transaksional & 

dana institusi dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang 

berkelanjutan. 

6. Direktur Kepatuhan & Risiko 

 Direktur  Kepatuhan & Risiko membawahi 5 (lima) divisi yaitu Divisi 

Kepatuhan (CMD), Divisi Manajemen Risiko (ERD), Divisi Hukum (LGD), 

Divisi Kesektariatan & Komunikasi (CCD), dan Satuan Kerja Tata Kelola 

Kebijakan (PGD). Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Risiko 

adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 

b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan 

ditetapkan oleh Direksi. 

c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk 

menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 
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d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 

kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BNI 

Syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip 

Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. 

f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang 

diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. 

h. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang 

Manajemen Risiko Bank dan Tata Kelola Kebijakan. 

i. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang 

Kepatuhan, Hukum dan Kesekretariatan. 

j. Mengkoordinasikan Komunikasi Perusahaan dan program pemasaran. 

k. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengembangan Produk Manajemen 

agar sesuai dengan ketentuan. 

7. Direktur Keuangan & Operasional 

 Direktur Keuangan & Operasional membawahi 7 (tujuh) divisi yaitu Divisi 

Keuangan (FND), Divisi Operasional (OPD), Divisi Pengadaan dan Pengelolaan 

Aset (PFD), Divisi Teknologi Informasi (ITD), Divisi Risiko Bisnis (BRD), 

Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan (RRD), dan Divisi Bisnis 
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Digital (DGD). Direktur Keuangan & Operasional memiliki 6 (enam) fungsi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pengendalian Keuangan Perusahaan 

1) Merencanakan strategi penyusunan sistem, kebijakan, serta seluruh 

pedoman yang menjadi acuan dalam pengendalian keuangan dan 

perpajakan BNI Syariah. 

2) Merencanakan strategi pelaporan keuangan perusahaan dalam rangka 

memastikan kewajaran laporan keuangan dan kesiapan objek evaluasi audit 

keuangan perusahaan. 

3) Merencanakan skenario proyeksi kinerja keuangan perusahaan dalam 

rangka pengendalian keuangan perusahaan. 

b. Operasional Perbankan 

1) Merencanakan penyempurnaan dan pengelolaan sistem operasional 

perbankan dalam rangka memastikan kegiatan operasional pembiayaan dan 

transaksi nasabah BNI Syariah berjalan sesuai prosedur yang ada. 

2) Menjaga operasional perbankan sejalan dengan ketentuan dan kebijakan 

yang berlaku dalam rangka mitigasi risiko operasional dan mendukung 

kelancaran bisnis BNI Syariah. 

c. Akselerasi Pengadaan dan Optimalisasi Aset dan Logistik 

1) Merencanakan strategi penyempurnaan proses pengadaan , dan pembelian 

serta pemeliharaan aset dan logistik perusahaan dalam rangka mendukung 

kelancaran bisnis BNI Syariah. 
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d. Sistem & Teknologi Informasi 

1) Merencanakan arsitektur teknologi informasi BNI Syariah untuk diputus 

dalam KMIT dalam rangka mendukung pengembangan teknologi informasi 

di BNI Syariah. 

2) Merencanakan pengembangan dan pemeliharaan Core Banking System 

(CBS) dan aplikasi non core dalam rangka mencapai tujuan service 

excellent BNI Syariah. 

3) Merencanakan strategi prioritisasi penyelesaian proyek TI sesuai 

kebutuhan BNI Syariah dalam rangka mendukung bisnis dan operasional 

BNI Syariah. 

e. Strategi Digitalisasi Produk & Bisnis 

1) Merencanakan strategi digitalisasi bisnis, produk bisnis, sistem monitoring 

kinerja bisnis/produk dalam rangka mendukung kebutuhan pengembangan 

bisnis BNI Syariah. 

2) Merencanakan strategi pengembangan kerjasama bisnis electronic channel 

dalam rangka akselerasi bisnis digital BNI Syariah. 

3) Merencanakan strategi prioritisasi penyelesaian program/project/inovasi 

berbasis web internet dan aplikasi digital yang dilakukan dalam rangka 

mendukung kebutuhan bisnis BNI Syariah. 

f. Strategi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 

1) Merencanakan konsep pengembangan kebijakan terkait penyelesaian 

pembiayaan bermasalah untuk mendukung eksekusi penyelamatan dan 
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penyelesaian pembiayaan yang dapat menghasilkan pendapatan operasional 

yang optimal bagi BNI Syariah. 

2) Merencanakan strategi penyelamatan dan pengembalian aset (pembiayaan) 

bermasalah dan hapus buku BNI Syariah dalam rangka memastikan 

pencapaian target kualitas aset dan target pendapatan operasional yang 

telah ditetapkan manajemen. 

8. SEVP Bisnis Retail dan Jaringan 

 SEVP Bisnis Retail dan Jaringan membawahi 5 (lima) divisi yaitu Divisi 

Bisnis Komputer (CFD), Satuan Kerja Kartu Pembiayaan (CBD), Divisi Dana 

Ritel (RFD), Divisi Bisnis Mikro (MBD), dan Divisi Jaringan & Layanan (NSD). 

SEVP Bisnis Retail dan Jaringan mempunyai 5 (lima) fungsi yaitu: 

1. Strategi Bisnis Dana dan Pembiayaan Ritel (Mikro, Konsumtif dan Kartu) 

1) Mengarahkan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis dana ritel 

sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan manajemen dalam rangka 

menjaga profitabilitas BNI Syariah yang berkesinambungan. 

2) Mengarahkan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis pembiayaan 

konsumtif, kartu dan mikro sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan 

manajemen dalam rangka menjaga profitabilitas BNI Syariah yang 

berkualitas dan berkesinambungan. 
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2. Strategi Bisnis Jaringan dan Pengembangan Layanan 

1) Mengarahkan strategi pengembangan jaringan dan manajemen kinerja 

seluruh jaringan BNI Syariah melalui akselerasi kerjasama dan sinergi 

dengan berbagai pihak termasuk dengan PT. Bank BNI. 

2) Mengarahkan pengembangan standar layanan dan manajemen pengaduan 

nasabah dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah dan memastikan 

penyelesaian pengaduan nasabah akurat, efektif dan efisien. 

3. Keputusan Bisnis 

1) Memutus pengajuan special nisbah nasabah dana (sesuai kewenangan dan 

ketentuan yang berlaku) dalam rangka pencapaian target bisnis yang telah 

ditetapkan manajemen. 

2) Memutus pengajuan pembiayaan (untuk konsumtif dan bisnis kartu sesuai 

kewenangan dan ketentuan yang berlaku) dalam rangka pencapaian target 

bisnis yang telah ditetapkan manajemen. 

4. Kualitas Aset 

1) Mengarahkan strategi ekspansi pembiayaan yang progresif, sehat, dan 

selektif untik menjaga kualitas aset BNI Syariah. 

2) Mengarahkan metode analisa nasabah pembiayaan ritel (konsumtif dan 

kartu) yang prudent dan action plan mitigasi risiko dalam rangka menjaga 

kualitas aset BNI Syariah. 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 

BNI Syariah memiliki Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir adalah Akta 

No. 4 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Fatiah Helmi, SH., Notaris di 

Jakarta. Dalam pasal 3 akta tersebut dijelaskan bahwa maksud dan tujuan BNI 

Syariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan tersebut, BNI Syariah 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad 

musyarakah, atau akad  lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad 

istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 
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6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa-beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah. 

9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak 

ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah 

antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, 

kafalah, atau hawalah. 

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh 

pemerintah dan/atau BNI Syariah. 

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip 

syariah. 

12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad 

yang berdasarkan prinsip syariah. 

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga  

berdasarkan prinsip syariah. 
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14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan 

nasabah berdasarkan prinsip syariah. 

15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah. 

16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. 

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan 

bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Produk dan Jasa Yang Dihasilkan BNI Syariah: 

1. Produk Simpanan: 

a. Tabungan BNI iB Hasanah 

Tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai 

fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan 

dalam mata uang rupiah.  

b. Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa 

Tabungan dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi 

Swasta (PTN/PTS) yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang berfungsi 

untuk menampung keperluan pembayaran SPP serta dilengkapi dengan Kartu 

ATM/Debit Co-Branding dengan logo PTN/PTS yang berfungsi sebagai 

Kartu ATM/ Debit dan Kartu Tanda Mahasiswa. 
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c. Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai/Anggota) 

Tabungan dari para pegawai/anggota Perusahaan yang bekerja sama dengan 

BNI Syariah yang dilengkapi dengan Kartu ATM/Debet Co-Branding dengan 

logo institusi yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan Kartu 

Pegawai/Anggota. 

d. Tabungan BNI iB Hasanah (Classic) 

Tabungan dengan akad mudharabah untuk menampung setoran cash 

collateral/goodwill nasabah pada setiap penerbitan Hasanah Card Classic. 

e. Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah 

Tabungan ini diperuntukkan untuk nasabah pebisnis yang aktif bertransaksi 

dan limit transaksi yang lebih besar.  

f. Tabungan BNI iB Prima Hasanah 

Tabungan ini dilengkapi dengan Kartu ATM/Debit Zamrud Card yang 

memiliki fasilitas free executive lounge dan layanan antrian prioritas dan 

perlindungan asuransi jiwa. 

g. BNI Tabunganku iB Hasanah 

Tabungan nasional dengan akad wadiah dan setoran awal hanya Rp20.000,-, 

sehingga menabung menjadi sesuatu habit/kebiasaan di masyarakat.  

h. Tabungan BNI iB Tapenas Hasanah 

Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran 

bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan 
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seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa 

depan lainnya. 

i. Tabungan BNI Tapenas Kolektif iB Hasanah 

Tabungan berjangka dengan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu 

tertentu. Tersedia jangka waktu 6 bulan s.d 35 tahun. Tanggal setoran bulanan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 

j. Tabungan BNI iB Baitullah Hasanah 

Tabungan perencanaan haji maupun umrah berlaku untuk seluruh usia dan 

dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah maupun 

wadiah, dengan sistem setoran bebas atau bulanan. Bermanfaat sebagai sarana 

pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler maupun 

khusus dengan besar biaya ditentukan oleh Kementerian Agama.  

k. Tabungan BNI iB Tunas Hasanah 

Tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang diperuntukkan bagi 

anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Bebas biaya 

administrasi bulanan rekening, dilengkapi dengan Tunas Card atas nama anak 

yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan di 

seluruh EDC di Indonesia. 

l. Tabungan Simple BNI iB Hasanah 

Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa sekolah yang telah bekerja sama 

dengan BNI Syariah berusia di bawah 17 tahun. Dilengkapi dengan kartu 
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SimPel iB yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan kartu debit yang dapat 

digunakan di seluruh EDC di Indonesia. 

m. Tabungan BNI iB Dollar Hasanah 

Tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai 

fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam 

mata uang USD. 

n. BNI Giro iB Hasanah 

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad mudharabah 

maupun akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau 

dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun 

non perorangan dalam mata uang Rupiah, USD dan SAR. 

o. Deposito BNI iB Hasanah 

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan 

bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang Rupiah, USD dan 

SAR. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 

p. BNI Giro Investasi Terikat iB Hasanah 

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad mudharabah 

muqayyadah untuk menunjang bisnis usaha non perorangan di mana 

pencairan dana hanya dapat dilakukan pada saat jangka waktu pembiayaan 

telah berakhir dalam mata uang Rupiah dan USD. 
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q. BNI Deposito Investasi Terikat iB Hasanah 

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah muqayyadah 

untuk menunjang bisnis usaha non perorangan di mana pencairan dana hanya 

dapat dilakukan pada saat jangka waktu pembiayaan telah berakhir dalam 

mata uang Rupiah dan USD. 

2. Produk Pembiayaan Konsumen: 

a. Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah 

Dengan prinsip murabahah (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah 

(termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen da sejenisnya) dan membeli tanah 

kavling serta rumah inden, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa 

pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya. 

b. Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah 

Pembiayaan konsumsi yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 

membeli properti atau rumah tinggal dengan menggunakan konsep kongsi 

kepemilikan rumah antara Nasabah dan Bank yang secara bersama-sama 

menyerahkan modalnya untuk membeli properti tersebut dengan 

menggunakan akad musyarakah mutanaqisah yang selanjutnya nasabah 

sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan 

Akad Ijarah. 

 



31 
 

 

c. Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah 

Dengan prinsip murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan 

kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor. 

d. Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah 

Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem 

penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung 

administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah. 

e. Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran 

tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad murabahah. 

f. Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk 

membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa fix asset sesuai dengan 

prinsip syariah. 

g. Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah 

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaa/instans 

yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah untuk pembelian barang dan 

jasa sesuai dengan prinsip syariah. 

h. Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing iB Hasanah 

Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk 

deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah. 
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i. BNI Mikro 2 iB Hasanah 

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari 

Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal 

kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang 

bersifat konsumtif. 

j. BNI Rahn Mikro 

Pembiayaan Rahn yang ditujukan untuk modal usaha/produktif, biaya 

pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya. 

k. BNI Mikro 3 iB Hasanah 

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari 

Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang 

modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan 

lainnya yang bersifat konsumtif. 

l. BNI Griya Swakarya iB Hasanah 

Adalah proses pembelian aset/objek terlebih dahulu secara riil oleh Bank, 

kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi/ 

pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli/penyewa (end-

user) iB Hasanah Card Merupakan kartu Pembiayaan yang berfungsi sebagai 

kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan 

biaya tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. 
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3. Produk Pembiayaan Komersial: 

a. Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah. 

b. Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah 

Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha 

produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah. 

c. Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan 

pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga keuangan Syariah (LKS) 

seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada end user 

(pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerja sama dengan LKS 

dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping. 

d. Pembiayaan Koperasi Karyawan / Koperasi Pegawai iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan mudharabah di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana 

menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan 

(Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) kemudian disalurkan secara prinsip 

syariah kepada end user/karyawan. 

e. Pembiayaan Usaha KeciL iB Hasanah 

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja 

maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip 

pembiayaan syariah. 
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f. Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah 

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja 

maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan 

besar dalam mata uang Rupiah maupun valas. 

g. Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah 

Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan 

lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar 

dengan syarat-syarat dan ketentuan serta dokumen yang berlaku sama kepada 

seluruh peserta sindikasi dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula. 

h. Pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah 

Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada multifinance 

untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip 

syariah. 

i. Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah 

Pembiayaan produktif yang diberikan kepada developer untuk membangun 

perumahan dan/atau fasilitas umum/ sosial serta dilarang digunakan untuk 

pengadaan dan/atau pengolahan tanah secara langsung/tidak langsung sesuai 

dengan prinsip syariah. 

j. Anjak Piutang iB Hasanah 

Jasa pengalihan penyelesaian piutang baik L/C maupun non L/C dari 

korporat/Seller kepada BNI Syariah yang kemudian menagih piutang tersebut 

kepada issuing bank atau pihak yang berutang (mitra korporat/buyer). Dapat 
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disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada korporat (nasabah) 

yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat 

senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah. 

k. Penjaminan iB Hasanah 

Pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra korporat sehubungan 

dengan penjaminan yang diberikan oleh bank kepada mitra korporat tersebut 

untuk memenuhi kewajibannya kepada korporat. Pada saat mitra korporat 

tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada korporat, maka bank 

memberikan pembiayaan talangan kepada mitra korporat yang dibayarkan 

langsung kepada korporat sesuai dengan prinsip syariah. 

l. Pembiayaan Kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah 

Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada Penyelenggara Ibadah haji 

khusus (PIHK) atau Travel Agent untuk modal kerja. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melakukan PKL selama 45 hari kerja, terhitung mulai tanggal 15 Juli 

2019 - 13 September 2019 di PT Bank BNI Syariah (Kantor Pusat). Selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan ditempatkan di Divisi 

Finance Division (FND), tepatnya di Unit Tax pada bulan pertama. Kemudian pada 

bulan berikutnya, praktikan dipindahkan ke Unit Accounting Center. Selama 

melaksanakan PKL, praktikan diberi tugas untuk membantu karyawan di kedua unit 

tersebut dalam melakukan pekerjaan. 

Adapun pekerjaan yang praktikan kerjakan selama PKL pada unit Tax, yaitu: 

1. Membuat ID Billing PPN di website https://djponline.pajak.go.id  

2. Mengarsip surat pemblokiran harta kekayaan dan penerimaan informasi  

Sementara pada unit Accounting Center, pekerjaan yang praktikan kerjakan, 

yaitu: 

1. Merekonsiliasi Daftar Pos Terbuka (DPT) BNI Syariah menggunakan aplikasi 

CityNet Enterprise. 
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B. Pelaksanaan Kerja 

Pada hari pertama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan bertemu 

dengan perwakilan Human Capital Division (HCD) BNI Syariah (Kantor Pusat). 

Kemudian HCD memberi informasi mengenai penempatan divisi. Praktikan 

ditempatkan pada Divisi FND. Setelah itu HCD memberi surat yang berisi pernyataan 

bahwa praktikan telah diterima untuk PKL di BNI Syariah, kemudian praktikan 

dijelaskan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh praktikan selama menjalani 

PKL di BNI Syariah. Setelah itu HCD mengantarkan praktikan ke bagian Divisi 

FND. 

Pada Divisi FND, praktikan ditempatkan di bagian Unit Tax (Pajak). Pada hari 

pertama, praktikan ditemani oleh salah satu staf dari Unit Tax memperkenalkan diri 

kepada seluruh anggota Divisi FND yaitu staf, manajer, dan General Manager. 

Setelah melakukan perkenalan diri, praktikan ditugaskan untuk membaca dan 

mempelajari Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) agar praktikan dapat lebih 

memahami ketentuan perpajakan yang diterapkan oleh BNI Syariah. Setelah itu, pada 

hari berikutnya praktikan diberi tugas untuk membuat ID Billing PPN dan emngarsip 

surat pemblokiran harta kekayaan dan penerimaan informasi. 

Setelah satu bulan ditempatkan pada Unit Tax, paktikan kemudian dipindahkan 

ke unit lain yakni unit Accounting Center. Pada unit Accounting Center, praktikan 

diberi tugas untuk merekonsiliasi Daftar Pos Terbuka (DPT) BNI Syariah 

menggunakan aplikasi CityNet Enterprise. 
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1. Proses membuat ID Billing PPN di website https://djponline.pajak.go.id 

Ketika PKL berlangsung, praktikan ditugaskan untuk membuat ID Billing PPN 

di website https://djponline.pajak.go.id. Tujuan pembuatan ID Billing PPN adalah 

untuk mendapatkan kode pembayaran pajak yang akan digunakan oleh divisi di 

kantor pusat BNI Syariah untuk membayar pajak PPN. Tarif PPN yang diterapkan 

oleh BNI Syariah adalah sebesar 10%.  

Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat ID Billing PPN adalah: 

1. Nota Kredit 

2. Faktur Pajak 

Nota Kredit dan Faktur Pajak tersebut dibuat oleh divisi BNI Syariah (Kantor 

Pusat) yang ingin membayar PPN. Nota Kredit dan Faktur Pajak tersebut diserahkan 

oleh divisi yang bersangkutan kepada unit Tax, kemudian unit Tax akan membuat 

Cetakan ID Billing PPN melalui website https://djponline.pajak.go.id. Kemudian 

Nota Kredit, Faktur Pajak, dan Cetakan ID Billing tersebut akan digunakan oleh 

divisi yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran PPN di teller Bank BNI 

Syariah. Tampilan proses pembuatan ID Billing PPN dapat dilihat di Lampiran 10.  

Berikut ini adalah tata cara yang praktikan lakukan dalam membuat ID Billing 

PPN di website https://djponline.pajak.go.id: 

1. Praktikan membuka website https://djponline.pajak.go.id melalui browser. 

Setelah itu praktikan melakukan login dengan cara memasukkan nomor NPWP 

BNI Syariah, password, dan kode keamanan.  
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2. Setelah bagian beranda dari website https://djponline.pajak.go.id telah terbuka, 

praktikan mengklik e-Billing. 

3. Lalu setelah itu praktikan mengklik Isi SSE. 

4. Pada bagian Jenis Pajak, praktikan mengklik PPN Dalam Negeri. 

5. Kemudian pada bagian Jenis Setoran, praktikan mengklik Pemungut. 

6. Pada bagian Masa Pajak, praktikan menginput sesuai dengan masa pajak yang 

tertera pada Faktur Pajak. 

7. Pada bagian Subjek Pajak, praktikan mengklik NPWP Lain. 

8. Setelah itu praktikan menginput nomor NPWP sesuai dengan nomor NPWP 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tertera pada Faktur Pajak. Ketika nomor 

NPWP telah diinput, maka bagian nama, alamat, dan kota akan terinput secara 

otomatis oleh sistem. 

9. Kemudian praktikan menginput bagian Jumlah Setor sesuai dengan jumlah yang 

tertera pada Faktur Pajak dan Nota Kredit. 

10. Setelah itu praktikan mengklik Simpan. 

11. Agar dapat mencetak ID Billing, praktikan harus mengunduh ID Billing tersebut 

terlebih dahulu kemudian menyimpannya ke dalam folder penyimpanan di 

komputer. Untuk mengunduh ID Billing, praktikan mengklik bagian Kode 

Billing. 

12. Setelah itu praktikan mengklik Cetak Kode Billing. 
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13. Setelah Cetakan Kode Billing telah tampil, praktikan harus mengunduh dan 

menyimpan softcopy Cetakan Kode Billing tersebut ke dalam folder 

penyimpanan di komputer dengan cara mengklik Print (Lampiran 11). 

14. Kemudian praktikan mengklik Simpan berkas lalu klik OK. 

15. Setelah itu praktikan mengubah nama file sesuai format yang telah ditentukan 

oleh unit Tax. Format yang ada pada unit Tax adalah “Nomor Urut ID Billing  

(spasi) PPN (spasi) Nama divisi (spasi) Masa Pajak”. Lalu praktikan mengklik 

Save. 

16. Setelah softcopy Cetakan Kode Billing telah tersimpan di folder penyimpanan 

dalam komputer, praktikan harus mencetak ID Billing tersebut dalam bentuk 

hardcopy dengan menggunakan printer (Lampiran 12). 

17. Setelah Cetakan Kode Billing selesai di cetak dalam bentuk hardcopy, praktikan 

harus menyatukan Cetakan Kode Billing tersebut dengan Nota Kredit dan Faktur 

Pajak. 

18. Setelah itu praktikan menyerahkan Cetakan Kode Billing, Nota Kredit, dan 

Faktur Pajak tersebut kepada divisi BNI Syariah yang bersangkutan. 

Cetakan Kode Billing, Nota Kredit, dan Faktur Pajak akan digunakan oleh divisi 

BNI Syariah yang bersangkutan untuk membayar PPN secara tunai melalui teller 

Bank BNI Syariah dengan nominal pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera 

pada Cetakan Kode Billing, Nota Kredit, dan Faktur Pajak. 



41 
 

 

2. Mengarsip Surat Pemblokiran Harta Kekayaan dan Penerimaan Informasi 

Setiap hari Selasa dan Jumat, praktikan melakukan pengarsipan surat 

pemblokiran harta kekayaan dan penerimaan informasi. Surat pemblokiran harta 

kekayaan tersebut dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dilakukannya 

pengarsipan surat pemblokiran harta adalah untuk menandakan bahwa surat 

pemblokiran harta kekayaan tersebut telah diterima oleh unit Tax. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk mengarsip surat pemblokiran harta kekayaan 

dan penerimaan informasi yaitu: 

1. Surat pemblokiran harta kekayaan dan penerimaan informasi 

2. Bukti tanda terima harta kekayaan yang dibuat menggunakan microsoft 

excel 

Salinan yang asli dari surat pemblokiran harta kekayaan dan penerimaan 

informasi harus praktikan serahkan kepada Divisi Operasional (OPD) agar 

permohonan pemblokiran harta tersebut dapat ditindaklanjuti oleh divisi OPD. 

Sedangkan surat pemblokiran harta kekayaan yang harus praktikan arsipkan hanya 

halaman depan surat yang telah di fotokopi. Praktikan mengarsipkan surat tersebut 

dan menyimpannya ke dalam sebuah file penyimpanan (ordner).  

Namun sebelum menyerahkan surat tersebut ke divisi OPD, praktikan harus 

membuat Bukti Tanda Terima Harta Kekayaan terlebih dahulu. Berikut ini adalah 

langkah-langkah yang praktikan lakukan dalam mengarsip surat pemblokiran harta 

kekayaan dan penerimaan informasi: 
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1. Praktikan membuka amplop yang berisi surat pemblokiran harta kekayaan dan 

penerimaan informasi. Praktikan harus memastikan bahwa nomor surat yang 

tertera pada bagian depan amplop (Lampiran 13) telah serupa dengan nomor 

surat yang terlampir pada bagian atas surat pemblokiran harta kekayaan dan 

penerimaan informasi (Lampiran 14). 

2. Setelah itu praktikan membuka file Microsoft Excel yang berisi format Bukti 

Tanda Pemblokiran Harta Kekayaan (Lampiran 15). 

3. Pada kolom Nomor Dokumen, praktikan menginput nomor surat pemblokiran 

harta kekayaan dan penerimaan informasi. 

4. Pada kolom Tanggal, praktikan menginput sesuai dengan tanggal pengarsipan 

surat. 

5. Pada kolom Penerima, praktikan menginput sesuai dengan nama karyawan Divisi 

OPD yang bertanggungjawab atas pemblokiran harta kekayaan. 

6. Setelah itu, praktikan mencetak Bukti Tanda Terima Pemblokiran Harta 

Kekayaan sejumlah dua rangkap dengan menggunakan printer. Satu rangkap 

ditunjukan untuk unit Tax, sedangkan satu rangkap lainnya ditunjukan untuk 

Divisi OPD. 

7. Kemudian praktikan melakukan fotokopi halaman depan surat pemblokiran harta 

kekayaan dan penerimaan informasi sejumlah satu rangkap. 

8. Setelah selesai melakukan fotokopi, praktikan menyerahkan Surat Pemblokiran 

Harta Kekayaan yang asli beserta satu rangkap Bukti Tanda Terima Harta 

Kekayaan kepada Divisi OPD. Ketika menyerahkan surat tersebut, praktikan 
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meminta tanda tangan karyawan Divisi OPD di Bukti Tanda Terima Harta 

Kekayaan sebagai bukti bahwa surat pemblokiran harta kekayaan yang asli telah 

diterima oleh Divisi OPD. 

9. Setelah Surat Pemblokiran Harta Kekayaan yang asli beserta Bukti Tanda Terima 

Harta Kekayaan telah diserahkan ke Divisi OPD, praktikan meminta tanda 

tangan Manajer Unit Tax pada Bukti Tanda Terima Pemblokiran Harta Kekayaan 

yang akan praktikan arsipkan. 

10. Setelah itu, praktikan menyimpan Bukti Tanda Terima Pemblokiran Harta 

Kekayaan yang telah ditandatangani oleh karyawan Divisi OPD dan Manajer 

Unit Tax beserta halaman depan Surat Pemblokiran Harta Kekayaan yang telah 

praktikan fotokopi ke dalam sebuah file penyimpanan (ordner) (Lampiran 16). 

3. Merekonsiliasi Daftar Pos Terbuka (DPT) BNI Syariah dengan 

menggunakan aplikasi CityNet Enterprise. 

Pada Unit Accounting Center, praktikan ditugaskan untuk melakukan rekonsiliasi 

Daftar Pos Terbuka (DPT). Tujuan rekonsiliasi DPT adalah untuk menyesuaikan atau 

mencocokan mutasi-mutasi antara sisi debet dengan mutasi-mutasi sisi kredit dari 

suatu rekening koran, dan juga untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas dan 

pencatatannya telah dilakukan dengan benar. Dokumen yang dibutuhkan dalam 

melakukan rekonsiliasi adalah Daftar Pos Terbuka (DPT). Hasil dari rekonsiliasi akan 

berpengaruh pada laporan keuangan, karena rekonsiliasi DPT berhubungan dengan 

kas perusahaan. 
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Dalam melakukan rekonsiliasi DPT, praktikan menggunakan aplikasi CityNet 

Enterprise. CityNet Enterprise adalah sebuah software yang digunakan oleh BNI 

Syariah untuk merekonsiliasi DPT. Tampilan proses rekonsiliasi DPT dapat dilihat 

pada Lampiran 17. Berikut ini adalah tahapan yang praktikan lakukan untuk 

melakukan rekonsiliasi DPT: 

1. Praktikan memilih Daftar Pos Terbuka (DPT) yang ingin praktikan 

rekonsiliasikan. 

2. Setelah itu praktikan membuka aplikasi CityNet Enterprise seperti yang 

ditunjukkan di Lampiran 17. 

3. Pada bagian portofolio, praktikan mengklik SUSPEND : TRANSITORIS : RAK 

: TRANSAKSI LAINNYA, kemudian praktikan mengklik Find Now. 

4. Setelah tampilan telah terbuka, praktikan mengklik tombol T yang terletak pada 

bagian atas.  

5. Kemudian pada bagian Portofolio, praktikan mengklik SUSPEND : 

TRANSITORIS : RAK : TRANSAKSI LAINNYA. 

6. Setelah itu pada bagian Recon Group, praktikan mengklik suspense account 

sesuai persekot yang ingin praktikan kerjakan. 

7. Kemudian pada bagian Load Date, praktikan mengubah tanggal pada bagian 

Earliest menjadi tanggal 01/01/2011. 

8. Lalu pada bagian Date: of Type, praktikan mengubah tanggal pada bagian 

between menjadi tanggal 01/01/2011. 
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9. Setelah itu, praktikan mengisi bagian Narrative sesuai dengan nomor DPT yang 

ingin praktikan kerjakan, kemudian pada bagian belakang nomor persekot 

tersebut praktikan menambahkan tanda persen (%). Kemudian praktikan 

mengklik Find Now. 

10. Setelah tampilan telah terbuka (Lampiran 18), pada bagian Net Value, praktikan 

mencari pasangan transaksi yang ingin praktikan rekonsiliasikan. Dalam mencari 

pasangan transaksi, praktikan harus memperhatikan keterangan transaksi tersebut 

(Ref1). Setelah menemukan pasangan transaksi, praktikan mengklik pasangan 

transaksi tersebut. 

11. Lalu praktikan mengklik kanan dan menekan tombol Range Statistic. 

12. Jika pada bagian Sum di Range Statistic telah menunjukkan angka 0 maka 

pasangan transaksi tersebut telah benar dan tidak terdapat selisih antara debit dan 

kredit. Kemudian praktikan mengklik OK. 

13. Setelah itu pada praktikan kembali mengklik pasangan transaksi, kemudian 

mengklik kanan dan menekan tombol Drill. 

14. Setelah tampilan telah terbuka, praktikan menekan tombol Match. 

15. Kemudian praktikan mencari pasangan transaksi lainnya untuk dilakukan 

rekonsiliasi dengan cara mengulang langkah-langkah pada lampiran 18. 

16. Setelah semua transaksi telah direkonsiliasi, maka praktikan menutup kembali 

aplikasi CityNet Enterprise dengan menekan tombol silang.  

17. Setelah itu praktikan melaporkan jumlah DPT yang telah direkonsiliasi kepada 

Manajer Unit Accounting Center. 
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C. Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan PKL, praktikan menemukan kendala saat melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi praktikan selama 

masa PKL di BNI Syariah (Kantor Pusat): 

1. Adanya Faktur Pajak atau Nota Kredit yang salah, baik itu dalam hal nominal 

maupun tanggal. Hal tersebut menghambat praktikan ketika membuat ID Billing 

PPN karena ketika membuat ID Billing PPN, praktikan harus menginput sesuai 

dengan data yang tertera pada Faktur Pajak dan Nota Kredit. 

2. Adanya perbedaan nomor surat yang tertera pada depan amplop surat dengan 

nomor surat yang tertera pada Surat Pemblokiran Harta Kekayaan dan 

Penerimaan Informasi. Sehingga praktikan harus lebih teliti dalam memeriksa 

dan menyamakan nomor surat. 

3. Dalam melakukan rekonsiliasi DPT, diperlukan ketelitian yang cukup tinggi agar 

bisa menemukan pasangan transaksi. Praktikan terkadang sulit untuk menemukan 

pasangan transaksi yang tepat karena jumlah transaksi dalam satu DPT berjumlah 

cukup banyak yaitu dapat mencapai ratusan hingga ribuan transaksi. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Setiap kendala yang praktikan alami harus dapat diatasi agar pekerjaan praktikan 

dapat kembali berjalan lancar. Adapun cara mengatasi kendala-kendala tersebut, 

yaitu: 
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1. Mengkomunikasikan bahwa Faktur Pajak atau Nota Kredit terdapat kesalahan 

kepada pegawai di Unit Tax. Lalu  pegawai tersebut akan menghubungi pihak 

divisi yang bersangkutan agar Faktur Pajak atau Nota Kredit dapat direvisi. 

2. Jika terdapat perbedaan nomor surat yang tertera pada surat pemblokiran harta 

kekayaan dan penerimaan informasi dengan nomor surat yang terdapat pada 

amplop, maka praktikan harus menulis kedua nomor surat tersebut pada kolom 

nomor dokumen di Bukti Tanda Terima Pemblokiran Harta Kekayaan. 

3. Jika praktikan mengalami kesulitan untuk mencari pasangan transaksi ketika 

melakukan proses rekonsiliasi, maka praktikan menggunakan Miscrosoft Excel 

untuk mempermudah dalam mencari pasangan transaksi.  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 PKL hadir untuk membantu mahasiswa memperoleh gambaran mengenai 

dunia kerja yang sesungguhnya sekaligus agar Mahasiswa dapat 

mengimplementasikan teori-teori yang telah didapat selama menempuh pendidikan di 

universitas ke dalam dunia kerja. Dengan adanya PKL diharapkan Mahasiswa dapat 

menambah pengetahuan dan mengembangkan keterampilan dalam melakukan suatu 

pekerjaan serta dapat melatih Mahasiswa agar menjadi individu yang unggul dan 

memiliki profesionalitas kerja yang tinggi. PKL merupakan implementasi keilmuan 

dan bidang studi yang dimiliki mahasiswa pada dunia kerja yang sebenarnya. 

Selama melaksanakan PKL di PT Bank BNI Syariah (Kantor Pusat) selama 45 

hari, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat mengetahui dan melaksanakan secara langsung tugas dari unit 

Pajak di BNI Syariah (Kantor Pusat) dan praktikan dapat mengetahui perpajakan 

yang diterapkan di perbankan syariah khususnya yang diterapkan pada BNI 

Syariah. 

2. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai proses rekonsiliasi DPT dan bagaimana 

dampaknya bagi bank BNI Syariah. 
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3. Praktikan dapat mengetahui produk-produk yang ada pada bank syariah 

khususnya bank BNI Syariah. 

4. Praktikan mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja secara nyata dan 

praktikan mempelajari bahwa dalam dunia kerja kita harus memiliki kemampuan 

untuk beradaptasi, berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, disiplin, dan 

dapat mengerjakan segala pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.  

B. Saran 

 Dalam pelaksanaan PKL, praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan saran-saran yang membangun agar 

pelaksanaan PKL dapat lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Adapun saran-

saran yang diberikan oleh praktikan, diantaranya: 

1.  Bagi Mahasiswa 

a. Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa sebaiknya mencari informasi 

umum mengenai instansi atau perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan 

PKL. 

b. Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, 

bekerja sama dengan orang lain. 

c. Mahasiswa harus memiliki kedisiplinan dan dapat mengerjakan segala 

pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. 

d. Mahasiswa harus aktif bertanya kepada pembimbing di perusahaan jika 

terdapat kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. 
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2.  Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebelum melaksanakan PKL, sebaiknya diadakan pengarahan agar 

mahasiswa mengetahui apa saja hal yang harus dipersiapkan ketika 

pelaksanaan PKL. 

b. Melakukan kerja sama dengan instansi dan perusahaan agar memudahkan 

mahasiswa menemukan perusahaan tempat mahasiswa akan melaksanakan 

PKL. 

3.  Bagi PT Bank BNI Syariah (Kantor Pusat) 

a. Bagi pihak perusahaan khususnya di Finance Division diharapkan dapat 

memberikan bimbingan yang lebih mendalam. 

b. Diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi dalam 

mendukung program PKL.  
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2: Surat Pemberitahuan Izin Magang Mahasiswa dari BNI Syariah 
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Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 5: Log Harian PKL 
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Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 6: Penilaian PKL 
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Lampiran 7: Struktur Organisasi BNI Syariah 
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Lampiran 8: Nota Kredit 
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Lampiran 9: Faktur Pajak 
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Lampiran 10: Proses Pembuatan ID Billing PPN di website   

  https://djponline.pajak.go.id 
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Lampiran 10: Proses Pembuatan ID Billing PPN di website   

  https://djponline.pajak.go.id (Lanjutan) 
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Lampiran 10: Proses Pembuatan ID Billing PPN di website   

  https://djponline.pajak.go.id (Lanjutan) 
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Lampiran 10: Proses Pembuatan ID Billing PPN di website   

  https://djponline.pajak.go.id (Lanjutan) 
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Lampiran 10: Proses Pembuatan ID Billing PPN di website   

  https://djponline.pajak.go.id (Lanjutan) 
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Lampiran 11: Proses Penyimpanan ID Billing PPN ke dalam folder   

  penyimpanan di komputer 
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Lampiran 11: Proses Penyimpanan ID Billing PPN ke dalam folder   

  penyimpanan di komputer (Lanjutan) 
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Lampiran 11: Proses Penyimpanan ID Billing PPN ke dalam folder   

  penyimpanan di komputer (Lanjutan) 
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Lampiran 12: Cetakan Kode Billing 
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Lampiran 13: Amplop Surat Pemblokiran Harta Kekayaan dan Penerimaan  

  Informasi 
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Lampiran 14: Surat Pemblokiran Harta Kekayaan dan Penerimaan Informasi 
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Lampiran 15: Format Bukti Tanda Pemblokiran Harta Kekayaan 

 

Lampiran 16: File Penyimpanan (Ordner) Surat Pemblokiran Harta Kekayaan 

  dan Penerimaan Informasi 
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Lampiran 17: Proses Login Aplikasi CityNet Enterprise untuk Melakukan  

  Rekonsiliasi DPT
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Lampiran 17: Proses Login Aplikasi CityNet Enterprise untuk Melakukan  

  Rekonsiliasi DPT (Lanjutan) 
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Lampiran 17: Proses Login Aplikasi CityNet Enterprise untuk Melakukan  

  Rekonsiliasi DPT (Lanjutan) 
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Lampiran 17: Proses Login Aplikasi CityNet Enterprise untuk Melakukan  

  Rekonsiliasi DPT (Lanjutan) 
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Lampiran 18: Proses Rekonsiliasi DPT dengan Menggunakan Aplikasi CityNet 

  Enterprise  
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Lampiran 18: Proses Rekonsiliasi DPT dengan Menggunakan Aplikasi CityNet 

  Enterprise (Lanjutan)  
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Lampiran 18: Proses Rekonsiliasi DPT dengan Menggunakan Aplikasi CityNet 

  Enterprise (Lanjutan)  
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Lampiran 18: Proses Rekonsiliasi DPT dengan Menggunakan Aplikasi CityNet 

  Enterprise (Lanjutan)  
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Lampiran 19: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
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Lampiran 20: Dokumentasi Bersama Karyawan Divisi FND BNI Syariah

 

 


